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PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Mks
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
XOOOXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juni 1975, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan
Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai
Penggugat;
melawan
XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Mei 1970,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Ujung
Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Makassar, dengan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 26 Januari

2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal
08 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1441 H.,
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/18/11/2020, tanggal 10
Februari 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
Tanah Bumbu, Kabupaten Batu Licin;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak,

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan
hubungan suami isteri sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak mau mendengar Nasehat Penggugat masalah
keuangan;

C. Tergugat sering memfitnah Penggugat;

d. Saudara Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;

e. Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan Mantan istri
Tergugat;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalakan rumah sejak
Mei 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;

6. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu
ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap
Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
267/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 2 Februari 2022 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta nikah Nomor 0137/18/11/2020,
tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah
menghadirkan pula dua orang saks masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
tempat kediaman Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kota Makassar
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai
berikut :

Bahwa saksi mengku sebagai Kemanakan Penggugat dan kenal Tergugat
sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 8 Februari 2020 di
Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Tanah
Bumbu, Kabupaten Batulicin, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021,
bahkan sejak awal menikah, sudah sering terjadi perselisihan disebabkan
Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak mau mendengar penjelasan
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Penggugat dan sering memfithnah Penggugat selingkuh, keluarga Tergugat
juga sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tegugat
terlebih pada saat terjadi perselisihan;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sudah
tidak tinggal sama-sama lagi karena Penggugat dituduh membuat Tergugat
sakit (guna-guna) sehingga pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang,
sudah pernah dinesehati tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Kelurahan Pattingangloang, Kecamatan Ujungtanah,
Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat
sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 8 Februari 2020 di
Makassar, keduanya pernah rukun, namun belum dikaruniai anak;
Bahwa sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering memfithah
Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, juga Tergugat sering
berkata kasar, Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat
dengan mantan istrinya dan bila ada permasalahan rumah tangga maka
saudara Tergugat serng ikut campur;
Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar juga Penggugat sering
mengadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian bulan Mei 2021
Penggugat karena merasa tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah pergi
meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
Saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati tetapi
tidak berhasil karena Penggugat sudah merasa tidak cocok dengan
Tergugat yang sering membandingkan Penggugat dengan istri dulunya;
Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah
membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya telah
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menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal
menasehati Penggugat di depan persidangan agar kembali rukun besama
Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena
Tergugat tidak hadir di depan sidang dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini
tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara
terus menerus disebabkan Tergugat sering memfitnah dengan menuduh
Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain (selingkuhan), Tergugat
sering berkata kasar dan membanding-bandingkan Penggugat dengan istri
Tergugat yang terdahulu, selain itu saudara-saudara Tergugat sering ikut campu
apabila terjadi masalah dalam rumag tangga Penggugat dengan Tergugat,
selanjutnya Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat telah pergi
meninggalkan tempat tinggal bersama sejak kejadian bulan Mei 2021 itu
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah
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bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mebuktikan

mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut

telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang
saksi keluarga sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat
mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami
sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan
yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi sudah
mengusahakan perdamaian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dalam
persidangan seperti tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum
sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 8 Februari 2020 dan sampai sekarang belum pernah
bercerai;

2. Bahwa sejak bulan Mei 2021 (bahkan sejak awal menikah) rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus berawal pada kondisi rumah tangga, di mana Penggugat
berstatus sebagai istri yang kedua dari Tergugat, sehingga Tergugat kadang
membanding-bandingkan istrinya itu, Tergugat sering memfitnah Penggugat
menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sering berkata dan bertindak kasar

kepada Penggugat;
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4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang,
telah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa
Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah
menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan
Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga
demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan
hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna
menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga
sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal
bersama sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya
perselisihan yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua
belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri,
sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar
daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus
dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah
fighiyah yang berbunyi :

Aloall Clr Gle p aie awliall ¢ 5
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Artinya:
Menolak  kemafsadatan lebih  didahulukan daripada  menarik
kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116
huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk
datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan
suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan  talak  satu bain  sughra  Tergugat
XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp340.000,00 ( tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi
Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra.
Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Mardianah R, S.H. Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad
Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. PNBP Rp 20.000,00
3. Panggilan Rp220.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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